
 

 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 4 TAHUN 2021        

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG   

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA 

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah telah diatur dalam Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56  

Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;  

b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi  

Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian 

terhadap tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan 

Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3  Tahun 1950  tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. 

Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);  

 
SALINAN 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5339);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 7); 

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 56); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, 

DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL 

MENENGAH.  

 

 



 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata 

Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 56) 

diubah sebagai berikut:  

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 21 

(1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan usaha 

kecil dan menengah untuk meningkatkan nilai omset 

usaha kecil dan menengah.  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bidang Usaha Kecil dan Menengah 

mempunyai fungsi:  

a. penyusunan program Bidang Usaha Kecil dan 

Menengah;  

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang 

pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil dan 

menengah;  

c. pengelolaan data dan informasi usaha kecil dan 

menengah;  

d. pembinaan dan pengembangan produksi, 

pemasaran, sumber daya manusia, dan 

peralatan/teknologi;  

e. pemantauan perkembangan dan fasilitasi 

penyelesaian permasalahan/sengketa usaha kecil 

dan menengah;  

f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha kecil dan 

menengah dengan lembaga dan pelaku usaha 

lainnya;  

f.1  pengelolaan Galeri UMKM di Bandara YIA;  

g. pelaksanaan fasilitasi perlindungan usaha kecil dan 

menengah;  

h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;  

i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

program Bidang Usaha Kecil dan Menengah; dan  

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.  

 

 

 

 



 

 

2. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 27 

(1) Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan, pengembangan, dan pemantauan 

kewirausahaan untuk meningkatkan jumlah 

wirausaha baru.  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bidang Layanan Kewirausahaan 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai 

fungsi:  

a. penyusunan program kerja Bidang Layanan 

Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah;  

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis 

bidang layanan kewirausahaan koperasi, usaha 

kecil dan menengah;  

c. pengelolaan data dan informasi layanan 

kewirausahaan koperasi, usaha kecil dan 

menengah;  

d. pembinaan dan pengembangan kewirausahaan 

koperasi, usaha kecil dan menengah; 

e. pelaksanaan fasilitasi jejaring bisnis bagi 

koperasi, usaha kecil dan menengah; 

f. penumbuhan wirausaha baru; 

g. pelaksanaan fasilitasi perpustakaan bagi 

koperasi, usaha kecil dan menengah; 

g.1  pengelolaan layanan PLUT (Pusat Layanan Usaha 

Terpadu) KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah);  

h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan; 

i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan 

program Bidang Layanan Kewirausahaan 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas. 

 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 



 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

 

Ditetapkan  di  Yogyakarta  

pada  tanggal 4 Januari 2021  

 

GUBERNUR 

DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

HAMENGKU  BUWONO  X 

 

 

Diundangkan  di  Yogyakarta 

pada tanggal 4 Januari 2021  

 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

R. KADARMANTA BASKARA AJI 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 4 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Plt. KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd. 

 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


